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Menimbang 

·' 
Mengingat 

BUPATI KAUR 
PROPINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR : 41 TAHUN -2015 

TENTANG 

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

DENG-AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa di 
Desa yang efesien, terbuka dan kompetitif perlu 

pengaturan mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa 
yang sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan 

tata kelola yang baik ; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraµiran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa 
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan · perundang
undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di :Pesa. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3. Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten MukoMuko, Kabupaten Seluma, .. 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran · 
Negara Republik Indonesia .Tahun 2003 · · Nomor 23,: 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah- Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemba:ran Negara 
Republik·Indonesia Nonior 4438); 
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.. 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 4437); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petubahan atas, 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang' 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan 1 Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomof 2093); 

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ 
Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; 

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Struktur 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur 
.sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Kaur 
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kaur Tahun 2013 Nomor 196); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN 
BARANG/ JASA DI DESA 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kaur; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kaur; 
3. Bupati adalah Bupati Kaur; 
4. Badan adalah BPMDP-KB Kabupaten Kaur; 
5. Kepala Badan adalah Kepala BPMDP-KB Kabupaten Kaur; 
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur; 
7. Inspektirr adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kaur; 
8. Camat, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di 

wilayah Kabupaten Kaur; 
9. Desa. adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuari 
Republik Indonesia; · 

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
se·tempat dan · kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

12. Kepala Desa adalah. pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 
Desanya dan melaksanakan tugas dari Pernerintah dan Pemerintah 
Daerah; 

13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan 
Desa maupun Peraturan Kepala Desa; 

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) adalah 
Kepala Desa · yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

· menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa; 
15, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uapg dan_ barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutya disebut APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan 
disetujui bersruna oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 

17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut 
PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa; 

18. Lembaga. Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah 
Desa dalam memberdayakan masyarakat; 

19. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan 
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh 
Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui 
Penyedia Barang/ Jasa; 
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'.20. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang 
menyediakan barang/jasa; 

21. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya 
direncanakan, dikerjakan dan/ a tau diawasi sendiri oleh tim pengelola 
kegiatan; 

22. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut 
disebut TPK adalah tlm yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat 
Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga 
Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi 
Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan barang/ Jasa yang dibiayai 
dengan dana APBDesa. 

Pasal 3 

Tujuan · Peraturan Bupati 1n1 adalah agar pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa sesuai dengan tata kelola yang baik dan berdasarkan prinsip
prinsip Pengadaan Barang/ J asa. 

Pasal 4 

(1) Ruang - Lingkup peng;i.turan tata cara pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati m1 adalah Pengadaan 
Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa. 

(2) Pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
•dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pengadaan barang/jasa.melalui swakelola; 
b. pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa; dan 
c. pengawasan, pembayaran, pel.aporan dan serah terima. 

(3) Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari 
APBDesa, tidak termasuk dal.am ruang lingkup dalain Pasal 2 Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terkahir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah. 

BAB III 
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/ JASA 

Bagian Kesatu 
Prinsip-pri:nsip Pengadaan Barang/ Jasa 

Pasal 5 

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan secara s:wakelola. 
(2) Pengadaan swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan 

dengan. cara : 
a. memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat; 
b. cara gotong royong ·melibatkan partisipasi masyarakat setempat; 
c. mem perluas kesempatan kerja; dan· 
d. pemberdayaan masyarakat setempat. 
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(1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak 

dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun 

keseluruhan, dapat · dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang 

dianggap mampu. · 
(2) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan . memiliki tempat/lokasi usaha dan Nomor Pokok 

Wajib Pajak {NPWP), 

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia 

Barang/Jasa untuk pekerjaan ·konstruksi, mampu menyediakan tenaga 

ahli dan/ atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Pasal 7 

Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai ·berikut 

a. efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan 

_sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah 

ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang 

maksimum; 
b. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan 

sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang 

sebesarbesarnya; 
c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 

barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat 

dan penyedia barang/jasa yang berminat; · 
d. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan 

sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola 

pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat; 

e. gotong· rotong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh 

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan 

f. akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 

dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

Bagian Kedua 
Etika Pengadaan Harang/ Jasa 

Pasal 8 

Para pihakyang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus 

mematuhi etika sebagai berikut: 
a. bertanggungjawab; 
b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa ; serta 

c. patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 
PENGELOLAAN KEGIATAN 

Bagian Kesatu 

Pasal 9 

{l) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola 
Kegiatan (TPK). 

(2) TPK. adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan 
Kepala Desa. 
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(3) TPK sebagaimana dimaksud pada· ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah 

Desa dan Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) · atau 

sebutan lain pada desa setempat. . 

(4) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 

Kepala Urusan Pembangunan dan/atau Kepala Urusan lainnya yang 

memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

(5) Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), adalah ketua LKMD atau sebutan lain secara hlrarkis·yang 

aktif dan memiliki Kompetensi di bidangnya. 
(6) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas: 

a. ketua, berasal dari unsur Perangkat Desa; 
b. sekretaris, berasal dari unsur LKMD atau sebutan lain. 

c. 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan/ atau 

dari unsur LKMD a tau sebutan .lain. 
(7) Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK harus memenuhi persyaratan 1 

sebagai berikut: 
a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam 

melaksanakan tugas; 
b. mampu mengambil keputU:san, serta tidak pernah terlibat korupsi, 

kolusi, dan nepotisme; 
c. menandatangani pakta Integritas; 
d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah 

desa; 
e. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan 

setiap tugas / pekerjaannya. 
(8) Pemerintah Desa menyediakan honor TPK. 
(9) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan untuk 

kegiatan pengadaan barang/jasa diatas nilai 50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah), yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. 

Pasal 10 

- Besaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan untuk setiap kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) adalah: · 

1. Pengadaan barang dan jasa yang bernilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah)-: 

ditetapkan sebesar: 
a. ketua Rp. 300.000,-
b. se.kretaris Rp. 250.000,-

-c. anggota Rp. 200.000, 
· 2. Pengadaan barang dan jasa di atas Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta 

rupiah) ditetapkan sebesar: 
a. ketua Rp. 500.000,-
b. sekretaris Rp. 400.000,-
c. anggota Rp. 300.000,-

Bagian Kedua . 
Tugas dan Wewenang TPK 

Pasal 11 

(1) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: 

a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di desa pada 

tempat-tempat strategis; 
b. menyusun Rencana Anggaran Bia ya (RAB) berdasarkan data J::i,arga pasar 

setempat. atau harga pasar terdekat dari desa terse but dengan 

mempe:h1tungkan ongkos angkut pengambilan atas barang/jasa yang 
akan diadakan; 

c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa; 
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d. khusus pekerjaan Konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja 

sederhana/ sketsa; 
e. menetapkan penyedia Barang/jasa; 
f. membuat rancangan Surat Perjanjian; 
g. menandatangani Surat Perjanjian; 
h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/ Jasa; . 

dan 
i. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan 

Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah 
Terima Penyelesaian Pekerjaan. 

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga 
ahli/teknis yang berasal dari pegawai negeri sipil atau swasta sesuai 
dengan keahlian dibidangnya . 

. (3) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat 
perjanjian dengan penyedia Barang/Jasa apabila: · 
a. belum tersedia anggaran;_ 
b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa. 

BABV 
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA 

Bagian Kesatu 
Ketentuan Umum Swakelola 

Pasal 12 

(1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa 
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri 
tim pengelola kegiatan. 

dimana 
oleh 

(2) Pelaksai:iaan Swakelola oleh TPK; meliputi kegiatan persiapan, 
pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban hasil pekerjaan. 

(3) Khusus untuk pekerjaan _atau/bagfan pekerjaan konstruksi tidak 
sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang membutuhkan tenaga ahli 
dan/ a tau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara 
Swakelola. · 

Bagian Kedua 
Rencana Pdaksanaan 

Pasal 13 

Rencana pelaksanaan swakelola meliputi : 
a. rencana Anggaran Biaya (RAB); 
b. jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
c. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan kebutuhan 

Peralatan; 
d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gainbar rencana kerja 

sederhana/ sketsa; 
e. spe.sifikasi teknis; 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Swakelola 

Pasal 14 

(1) (!ntuk mendukung kegiatan Swakelola, pengadaan Barang/Jasa yang 
tidak ~apat disediakan dengan cara Swadaya, dapat dilakukan oleh 
Penyedia Barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK .. 



•' 

·~ 

\ 

(2) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan 
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada 
ketentuan Peraturan Bupati inL 

(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK: 
a. menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis 

pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis 
kegiatan / pekerjaan; 

b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; 
dan/atau 

c. dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/mandor). 
(4) Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan dan/atau 

peningkatan jalan di perdesaan, untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara Swakelola, 
TPK mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes melalui sebagai berikut 

a: tahap pertama senilai 50% (lima puluh perseratus) merupakan uang 
dimuka dari nilai pekerjaan untuk membiayai persiapan pelaksanaan 
kegiatan; 

b. tahap kedua senilai 40% (empat puluh perseratus) setelah TPK 
mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang 
dimuka yang telah dipergunakan; dan 

c. tahap ketiga senilai 10% (sepuluh perseratus) setelah TPK 
mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang 
yang diminta pada tahap kedua yang telah dipergunakan; 

d. bukti pembayaran dianggap sah setelah ada persetujuan dari Sekretaris 
De.sa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengeloaan Keuangan Desa. 

(5) TPK wajib memonitor kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang 
menjadi tanggungjawabnya, selanjutnya dieval.uasi setiap minggu dan 
membuatkan laporan. · · 

(6) TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi 
fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya. 

(7) TPK wajib mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan/kegiatan kepada 
Kepala Desa selaku PKPKDes. 

BAB VI 
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA 

MELALUI PENYEDIA HARANG/ JASA 

Bagian Kesatu 
Ketentuan Umum 

Pasal 15 

(1) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia Barang/Jasa dimaksudkan 
untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung 
pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan ~arang/jasa 
secara langsung di Desa. 

(2) Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/jasa harus memiliki kriteria 
sebagai berikut: 
a. memiliki tempat usaha dengan alamat tetap;jelas dan dapat dijangkau 

dengan jasa pengirimanserta usaha yang masih aktif didukung dengan 
didukung kebenaran usaha dari Kepala Desa;dan 

b. untuk pekerjaan kontruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan 
peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

c. Memiliki Nomor wajib pajak (NPWP). 
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" Bagian Kedua 
Perencanaan 

Pasal 16 

(1) Dalam perencanaan pengadaan Barang/Jasa TPK harus 
mempertimbangkan: . 
a. kondisi/keadaan yang sebenarnya dilokasi/lapangan; 
b. kepentingan masyarakat setempat; 
c.jenis, sifat dan. nilai Barang/Jasa serta jumlah penyedia Barang/Jasa 

yang ada ; dan · 

d. kebutuhan barang/bahan. 
(2) TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang 

meliputi: · 

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat 

atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan 

ongkos angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan. 

b. spesifikasi teknis barang/jasa; · 
c. khu.sus untuk pekerjaan konstn/.ksi, disertai gambar rencana. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan 

Pasal 17 

(1) Tat~ cara Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 
a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 

(lima puluhjuta rupiah); · 
b. pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas 50.000.000,00 (lima puluh · 

juta rupiah) sampai dengan. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah);dan 
c .. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). 

(2) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai• dengan Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a adalah sebagai berikut: 
a. melakukan pembelian langsung atas Barang/Jasa kepada 1 (satu) 

· penyedia Barang/ J asa; 
b. pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara 

tertulis; 
c. melakukan negosiasi (tawar-menawar) secara langsung ditempat 

kepada penyedia Barang/Jasa; dan dituangkan dalam berita acara hasil 

negosiasi; . 

d. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur 

pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK. · 

· (3) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.Q00,00 (dua 

ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun.if b adalah 
sebagai berikut: 
a. tim Pengelola Kegiatan melakukan pengadaan langsung atau 

penunjukan langsung atas barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia 
Barang/ J asa; 

· b. tim pengelola kegiatan melakukan permintaan penawaran secara 

tertulis dari penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar, 

Barang/Jasa (rincian barang/jasa .atau ruang lingkup pekerjaan, • 
volume, dan satuan); 



.. 
. . . 

• 

. . 
c. penyedia Barang/ Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang 

berisikan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup 
pekerjaan, volume, clan satuan) clan harga; 

d. tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan 
penyedia Barang/ Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; 

e, penyedia Barang/ Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur 
pembelian,kuitansi untuk dan atas nama TPK; 

f. tim pengelola kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan penyedia 
barang/jasa terpilih di papan pengumuman kantor Desa dan tempat 
strategis lainnya di desa sekurang-kurangnya terdiri dari: 
1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan; 
2. nama dan alamat penyedia barang/jasa; 
3. harga akhir hasil negosiasi (tawar-menawar); 
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; 
5. tanggal diumumkan. 

(4) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat -(2} huruf c 
adalah sebagai berikut: · i 

a. mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 
· (dua) penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar 

barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, 
volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa; 

b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang 
berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup 
pekerjaan, volume d~ satuan) dan harga; 

c. menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhaclap kedua 
penyedia Barang/ Jasa yang memasukkan penawaran; 

d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan: 
1. dipenuhi oleh kedua penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan 

dengan proses negosiasi secara bersamaan; 
2. apa bila dipenuhi oleh salah satu penyedia Barang/ Jasa, maka 

TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada penyedia barang/jasa 
yang dapat memenuhi spesifikasi teknis tersebut; 

3. jika tidak dipenuhinya oleh kedua penyedia Barang/Jasa, maka 
TPK membatalkan proses pengadaan. 

e. -apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angk:a 3 
tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penyedia Barang/Jasa 
yang lain; 

f. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga 
yang lebih murah di antara kedua penyedia Barang/Jasa tetapi tidak 
mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta_ 
tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian 
pekerjaan dan dituangkan ke dalam berita acara hasil negosiasi; 

g. Ketua TPK dan penyedia Barang/Jasa menandatangani surat 
perjanjian yang berisi sekurang- kurangnya: 
1. tanggal dan_ tern pat dibuatnya surat perjanjian; 
2. para pihak; 
3. ruang lingkup pekerjaan; 
4. nilai pekerjaan; 
5. hak dan kewajiban para pihak; 

-6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 
7. ketentuan keadaan kahar; dan 
8.- sanksi, termasuk derida keterlamba.tan; dan 
9. tata cara pembayaran. 

h. pih~k J>enyedia 1:3arang/Jasa yang berwenang menandatangi Surat 
PerJ~Jian sebagaimana, dimaksud para huruf g, adalah pemilik toko, 
pem1hk usaha dagang, Direksi dan/ atau pihak lain yang bukan Direksi 
atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/ Anggaran 



' . .. , 
• Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang 

berstatus sebagai tenaga kerja . tetap dan mendapat kuasa atau 

pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah 

berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar; · 

1. TPK mengumumkan data barang/ pekerjaan dan penyedia barang/jasa. 

terpilih dipapan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat strategis 

sekurang-kurangnya mencantumkan: 
1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan; 
2. nama dan alamat penyedia barang/jasa; 
3. harga hasil negosiasi;, 
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; 

5. tanggal diumumkan. 

Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan 

Pasal 18 

(1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada 

Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup 

pekerjaan yang meliputi: 
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan; 

b. mengurangi jenis pekerjaan; 
c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau 
d. melaksanakan pekerjaan tambah. 

(2) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan 

penawaran tertulis kepada TPK. 
(3) TPK mela:kukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/ Jasa 

untuk memperoleh harga yang lebih murah. 
(4) Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus 

juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat 

perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati. 

Bagian Keempat 
Pembayaran Prestasi Kerja 

Pasal 19 

(1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia 

Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan·perjanjian. 

(2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan kepada penyedia Barang/Jasa sete1ah TPK rnela:kukan 

perneriksaan yang dituangkan dalarn Berita Acara Perneriksaan 

Barang/Jasa dan Berita Acara serah Terima Barang/Jasa. 

Bagian Kelima 
Force Majeure 

Pasal 20 

(1) Force Majeure merupakan salah satu keada.an yang terjadi di luar 

kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelurnnya, sehingga 

kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian rnenjadi tidak dapat 
dipenuhi. 

(2) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan Force Majeure dalam Surat 

· Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa di Desa meliputi: 
a. bencana alam; 



\ 

. b. bencana sosial; 
c. kebakaran; 

(3) Dalam ha! terjadi keadaan Force Majeure , penyedia Barang/Jasa 

memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara 

tertulis dalam waktu paling lambat 7 ( tujuh ) hari kalender sejak 

terjadinya keadaan Force Majeure, dengan menyertakan salinan asli 

pernyataan Keadaan Force Majeure yang dikeluarkan oleh pihak / 

instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku. 
(4) Hal-ha! merugikan dalam Pengadaan 1_3arang/Jasa yang disebabkan oleh 

perbuatan atau kelalaian pihak penyedia Barang tidak termasuk Katagori 

Keadaan Force Maj eure. 
_ (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya 

keadaan kahar tidak dikenakan sanksi. 
(6) Setelah terjadinya keadaan Force Majeure, para pihak dapat melakukan 

kesepakatan kembali, dan selanjutnya ditungkan dalam perubahan Surat 

Perjanjian Kerja. 
Bagian Keenam 

Pemutusan Surat Perjanjian 

Pasal 21 

TPK secara sepihak dalam melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja 

apabila: 
a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia 

Barang/Jasa sudah melampaui 14 hari kalender; 

b. penyedia barang/ jasa lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya 

dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan oleh TPK; dan 
c. apabila penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi Kolusi 

Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan 

yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. 

Bagian Ketujuh 
Penyelesaian Perselisihan 

Pasal 22 

(1) _Apabila terjadi perselisihan antara TPK dan Penyedia Barang/ Jasa, ma_ka 

terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang 

dipimpin langsung oleh Kepala Desa selaku PKPKDes. 

(2) Dalam ha! penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak tercapai kata mufakat, maka penyelesaian perselisihan .dilakukan 

melalui pengadilan. 

-Bagian Kedelapan 
Serah Terima Pekerjaan 

Pasal 23 

(1) TPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian. 

(2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, TPK melaporkan 

secara tertulis kepada Kepala Desa selaku PKPKDes untuk melakukan 

penundaan pencai:8:1 dan memerintahkan kepada penyedia Barang/Jasa 

untuk. memperba1k1 _ dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan 

sebagrumana yang d1syaratkan di dalam Surat Perjanjian. 



. . 
.. 

. ' (3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara 
tertulis kepada PKPKDes melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% 
(seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil 
Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 

BABVII 
PENGAWASAN DAN SANKS! 

Bagian Kesatu 
Pengawasan 

Pasal 24 

(1) Kepala Desa wajib melakukan pengendalian Pengadaan Barang/Jasa di 

®
Desa. 
Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 
wajib melakukan · pengawasan terhadap · proses pengadaan 
Barang/Jasa di Desa. 

(3) Setiap pengaduan tentang pengadaan barang/jasa di Desa wajib 
ditindaklanjuti oleh Inspektorat. 

Bagian Kedua 
Sanksi 

Pasal 25 

fl) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan 
dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut : 
a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam 

bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna 
memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur 
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/ atau 
ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku; 

b. melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk 
mengatur Harga Penawaran di luar prosedur peiaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat, memperkecil 
dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan 
orang lain; 

c. membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain 
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan 
Barang/ Jasa; 

d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan 
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari/ atau tidak dapat diterima 
oleh TPK; 

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian 
Kerja. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa: 
a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis; 
b. gugatan secara perdata, dan/ atau 
c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. · 

(4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas fuformasi yang disampaikan 
Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon 
pemenang. 

(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/ atau kecurangan dalam proses Pengadaan 
Barang/ Jasa, maka TPK: 
a. dikenakan sanksi administrasi; 
b. dituntut ganti rugi; dan/ atau 



' c. dilaporkan secara pidana. 
(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa 

teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau 
kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam 
proses Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, maka dapat diberhentikan 
sebagai anggota TPK. 

Pasal 26 

Apabila penyedia jasa konsultan perencana (tenaga ahli) tidak cermat dalam 
menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengakibatkan 
kerugian terhadap pemerintah Desa atas beban biaya APBDesa dikenakan 
sanksi berup1;t keharusan menyusun kembali perencanaan derigan beban 
biaya dari Penyedia Jasa Konsultan yang bersangkutan, dan/atau dituntut 
dengan ganti rugi sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 27 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak 1 

termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kaur. 

amaMuda 
Nip. 19690127 199003 1 004 

Di tetapkan di Bintuhan 
.~~~~tanggal c.; ~"'P~""~0l5 

DERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR : 3 g~ 
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PENJELASAN 
PERATURAN BUPATI 

TENTANG 
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

DI KABUPATEN KAUR 

I. Unium 
Peraturan Bupati ini I!lerupakan pengaturan lebih lanjut untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun2014 
tentang Desa. Tata kelola pengadaan ba.rang/jasa yang dibiayai dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar 
sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan 
masyarakat, gotong royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan 
kondisi sosial budaya masyarakat setempat. namun demikian, Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber APBDesa belum 
mempunyai payung hukum yangjelas. · 

• Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pedoman tata cara 
. Pengadaan Barang/Jasa di desa sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten 
Kaur dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati Kaut tentang tata cara 
Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati Kaur ini adalah untuk 
· memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam ·pelaksanaan 
Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang dibiayai dengan dana APBDesa. 
Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati Kaur ini adalah agar pengadaan 
barang/jasa di Desa di1akukan sesuai dengan tata ke1o1a yang baik dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa. · 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Ayat (1) 
·cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas . 

. Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Ayat (1) 
Cukµp jelas. 
Ayat (2) 
Cukupjelas. 

· Ayat (3) 
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Cukup jelas. 
Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cuk.up jelas. 
Pasal 9 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas . 

. Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Ayat (8) 
Cukup jelas. 
Ayat (9) 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Besaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan untuk setiap kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa baik yang bemilai diatas Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) 

dan diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta) ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

Pasal 11 
· Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Ayat (1) 
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" Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Hurufb 
Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan). Contoh: 
- Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk 

kendaraan roda 2 (dua); 
- Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) computer; 
- Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet; 
- Dimensi, jenis, dan kualitas material untuk peinbangunan 

gelanggang olah raga; 
- Dan sebagainya. 

Pasal 17 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
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Ayat (1) 
Culrup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup je!as. 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Ayat (1) 
Culrup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 

•Pasal 23 
Ayat (1) 

i. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa diawasi oleh Bupati Kaur dan 
Masyarakat setempat. 

ii. Pengawasan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada 
huruf i, dapat didelegasikan kepada Camat. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 



. ' 
' ~. ·. 

,- ' 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukupjelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 
Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR: 
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NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : lf1 TAHUN 2015 
TANGGAL: 9 s:-R-ffer<1'oer ~IS" 

DAFTAR CONTOH, FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA 

CONTOH FORMAT JENIS FORMAT 
Surat Permintaan Penawaran Form PBJD.A 
Surat Penawaran Harga Form PBJD.B 
Daftar Rincian Penawaran Hare:a Baran.,. /Jasa Form PBJD.C 
Surat Undangan Klarifikasi dan Nee:osiasi Form PBJD.D 
Berita Acara Klarifikasi dan Nee:osiasi Form PBJD.E 
Surat Persetuiuan Penawaran Form PBJD.F 

Surat Perianiian Keriasama Form PBJD.G 

Surat Penverahan Hasil Pekeriaan Form PBJD.H 
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekenaan Form PBJD,I 

Berita Acara Pembayaran Form PBJD.J 

Berita Acara Penerimaan Hasil Pekeriaan Form PBJD.K 

Lanoran Pelaksanaan Pekeriaan Form PBJD.L 

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekeriaan Form PBJD.M 

Surat Pesanan Form PBJD.N 

Surat Kesanggupan Keria Form PBJD.O 
Berita Acara Penerimaan Hasil Pekeriaan berdasarkan Surat nesanan Form PBJD.P 

Ditetapkan di Bintuhan 
,,,-:;;.~:!:a~tanggal '\?~pte-n,~015 
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Form_PBJD. A 

1. Contoh Format Surat Permintaan Penawaran 

TIM PENGELOLA KEGIATAN 

DESA ........................... KECAMATAN ......................... KABUPATEN KAUR 

Jalan ...... : .......................................... Nomor .............. Telp ....................... . 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Penting 

Permintaan Penawaran 
Pengadaan Barang/Jasa 

................. *), ............ 2015 
Kepada 
Yth. 
Direktur /Pimpinan/Pemilik 

di 

······················ 

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Kegiatan 
.......................................................... yang didalamnya terdapat 
Pekerj aan ...... : ........................................................... .. 

Adapun Spesifikasi teknis yang kami persyaratan adalah : 
1. Ruang Lingkup Pekerjaan .................................................. . 
2. Daftar baran" / iasa 

.,mo " ·.Jenis'Baranil Jasa . · . · ?:Vol:ume • i'Satuan 

Selanjutnya, Apabila Saudara berminat dan bersedia 
melaksanakan pekerjaan ............................. ters_ebut, diminta 
segera mengajukan surat penawaran. · 

Surat penawaran ditujukan kepada Ketua Tim Pengelola 
Kegiatan Desa .................... Kecamatan ................... Kabupaten 
Kaur dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Surat penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp. 

6.000 dan harus sudah kami terima tanggal 
................................. 2015. 

2. Surat Penawaran dilampiri: . 
a. Daftar rincian penawaran harga barat/ jasa termasuk 

pajak, bea materai dan jasa pengadaan ; 
b. Fhoto copy surat ).jin usaha perdagangan (SIUP); dan 
c. Fhoto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Demikian Permintaan Penawaran Pengadaan Barang / 
jasa ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima 
kasih. 

MENGETAHUI TIM PENGELOLA KEGIATAN 
KEPALA DESA ..... : ...................... . DESA ............... , ... _. ............. . 

KETUA 

....................................... ······································· 

*) : Diisi Nama Desa 
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2. Contoh Format Surat Harga 

Nomor 
Sifat · 
Lampiran 
Perihal 

KOP PENYEDIA BARANG / JASA 

Penting 
1 (satu) Berkas 
Penawaran Harga 

................ *), ............ 2015 

Kepada 
Yth. Ketua Tim Pengelola 
Kegiatan Desa 

di 
...................... 

Menanggapi surat Saudara tanggal ........................... . 
2105. Nomor .................................. Perihal Permintaan 
Penawaran Pengadaan Barang / Jasa, maka bersama ini kami 
mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan 
terse but. 

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah 
sebesar Rp. ....................... ( .......................................... . 
Rupiah) dengan rincian sebagaiman terlampir. 

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini 
kami lampirkan: 
1. Daftar rincian penawaran harga barang / jasa termasuk 

pajak, bea materai dan jasa penggandaan 
2. Foto copy Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ; dan 
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Demikian Surat Penawaran Harga ini kami sampaikan 
untuk menjadikan periksa, dan atas kerjasamanya disampaikan 
terima kasih. 

DIREKTUR/PIMPINAN /PEMILIK 

....................................... 

*) : Diisi Nama Kabupaten, Alamat Penyedia Barang / Jasa 
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Form PBJD. C 

3. Contoh Daftar Rincian Penawaran Harga Barang / Jasa 

KOP PENYEDIA BARANG/ JASA 

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG / JASA SUDAH TERMASUK 
PAJAK- PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERA! 

No Jenis Barang/ Jasa Volume Satuan Harga 
Satuan (Rn\ 

Harga 
fRnl 

DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK 

....................................... 

*) : Diisi Nama Kabupaten, Alamat Penyedia Barang / Jasa 
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4. Contoh Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi 

TIM PENGELOLA KEGIATAN 
DESA ............................. KECAMATAN ............... : ........ KABUPATEN KAUR 

Jalan ....................... Nomor .................... Telepon .................... . 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *) 

. Penting 

Klarifikasi dan Negosiasi 

................ *), ............ 2015 

Kepada 
Yth. Direktur / Pimpinan 
/Pemilik 

di 

Menanggapi surat Saudara ·tanggal ........................... . 

2105. Nomor: .................................. Perihal Penawaran Harga, 

Bersama ini karni sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran 

harga saudara, pada prinsipnya kami tidak keberatan, tetapi 

berdasarkan harga penawaran yang sauadara ajukan kami 

perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap 

penawaran Saudara tersebut. 
2. Untuk Keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran 

Saudara besok pada : 

Hari 
Tanggal 
Jam 
Tempat 
Acara 

.Demikian untuk manjadikan maklum dan atas 

kehadirannya disampaikan terima kasih 

MENGETAHUI TIM PENGELOLA KEGIATAN 

KEPALA DESA ......................... . DESA ...................... . 
KETUA 

······················· ............. . ······································· 

*) : Diisi Nama Desa 
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5. Contoh Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi 

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA 
Nomor: ..................... , ...... . 

Pekerjaan: .................................................. : ............... .. 

. Pada hari ini .. .. .. .. .. .. .. Tanggal .. .. .. Bulan ....................... Tahun 
Dua Ribu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . pada Pukul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WIB dengan 
mengambil tern pat di ................................... , kami yang bertandatangan di 
bawah .ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan 

································· Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa 
............................. Kecamatan ................ , ..... , ............. , Kabupaten/Kota 
................ dengan pihakPenyedia Barang/Jasa dari ............................. 1 

Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga, pihak Penyedia · 
Barang/Jasa yang dihadiri oleh ............................ menyatakan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa dari ......................... : .. menyatakan 

telah menerima semua surat yang berkaitan derigan proses pekerjaan 

2. Bahwa pihak Penyedi~ Barang/Jasa dari ............................ menyambut 
baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah 
diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat 
dilanjutkan. · 

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk . melaksanakan 
pekerjaah tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia 

Barang/jasa dari ................................................ adalah sebesar 
Rp ..................................... , ......................................................... Rupiah) 
termasuk beban pajak dan bea materai. 

b. Adapun mengenai rincian jumlah penawaran dapat dilihat dalam 
lampiran surat penawaran harga. 

c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi 
serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama 
telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia 
Barang/ Jasa dari ............................................... sebesar Rp ................. . 
( .................................................................................................... Rupiah 
) menjadi sebesar Rp ....................... ( ........................................ Rupiah) 
termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar Penyedia 
Barang/Jasa dari............................ dan selanjutnya Penyedia 
Barang/ Jasa: dari ............................ akan membuat dan menyampaikan 
Surat Penawaran yang baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian 
sebagai berikut: 

No Jenis Barang/Jasa Volume Satuan Harga Harga (Rp) 

Satuan (Rp) 



• 
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, , d .. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi 
harga adalah bahwa masing-masing . pihak bersepakat untuk 
menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk sura.t perjar,jian 
kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi 
harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. · 

Demikian Berita Acara ini di Buat dalam rangkap 2 (dua) masing
masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 
untuk dipertanggungjawabkansesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

. .................... ~J .................. 2015 

DIREKTUR/ PIMPINAN/ PEMILIK TIM PENGELOLA KEGIATAN 
DESA ..................... .. 

KETUA 

..................................... ······································· 

MENGETAHUI 
KEPALA DESA .................... . 

. . . . . . •.• ................................ . 

*) : Diisi Nama Desa . 
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6. Contoh Surat Persetujuan Penawaran 

TIM PENGELOLA KEGIATAN 

DESA ............................. KECAMATAN ........................ KABUPATEN KAUR 

Jalan ....................... Nomor .................... Telepon .................... . 

Nomor 
Si.fat 
Lampiran 
Perihal 

. . ................................... *) 

Penting 
1 (satu) bendel 
Persetujuan Penawaran 

................ *), ............ 2015 

Kepada 
Yth. Direktur/ Pimpinan 
/Pemilik 

. di 
... -..... ····· ....... . 

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga 

Nomor :· .......................... ,........ tanggal ...................... 2015, 

maka · pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat 

menerima dengan penawaran harga yang telah disepakati 

sebesar Rp. . ............................. ( ..................................... . 

Rupiah). 
Sehubunagn hal tersebut, diminta kehadiran saudara 

pada: 

Hari 
Tanggal 
Jam 
Tempat 
Acara 

Demikian untuk manjadikan Perhatian dan atas 

kehadirannya disampaikan terima kasih 

MENGETAHUI TIM PENGELOLA KEGlATAN 

KEPALA DESA ......................... . DESA ...................... . 
KETUA 

..................................... . ..................................... . 

*) : Diisi Nama Desa 
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Form_PBJD. G 

7. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama 

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 
Namer : ..................................... . 

. 
I 

Pada hari ini ............... Tanggal ........... Bulan .............. Tahun Dua 

Ribu lima belas bertempat di ............................................ , kami yang 

bertandatangan dibawah ini : 

I. Nam.a 
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa .. ... .. .. .. .... . .. . Kecam.atan 

...................... Kabupaten Kaur 
Alam.at : Jalan : ................................................... . 

Selanjutnya disebut Pihak PERTAMA 
II Nam.a .................................. . 

Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik ................................... . 

Alam.at : Jalan .................................................... . 

Selanjutnya disebut Pihak KEDUAN 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA 

PIHAK.Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan 

perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut: 

Ruang lingkup 

Pasal 1 
RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

pekerjaan dalam 

Pasal 2 
NILA! PEKERJAAN 

perjanjian ini adalah 

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam 

perjanjian ini adalah sebesar Rp. ......................... ( ......................... . 

( ................................................... Rupiah) termasuk pajak dan bea materai. 

Pasal 3 
HAK DAN KEWAJIBAN 

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada 

waktunya. 
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

3. PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

4. PIHAK KEDUA.berkewajiban menyerahkan basil pekerjaan tepat pada 

waktunya. 

Pasal 4 
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Jangka waktu untuk menye1esaikan pekerjaan ada1ah ..... ( .................. ) 

hari kerja mulai tanggal ................. 2015 sampai dengan tanggal 

········ .... ···· .............. 2015 
sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal ................ . 

............. 2015. . . : 
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Pasal 5 
FORCE MAJEURE 

1) Yang dimaksud den·gan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di 

luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan 

Sebelumnya. 
2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang hams dilaksanakan. 

Pasal 6 
SANKS! 

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka 

PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa: 
1. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis; . 

2. membayar denda sebesar ........ % dari nilai pekerjaan dengan nominal 

sebesar Rp ....................... ( ........................................... Rupiah). 

3. gugatan secara perdata, dan/atau 
4. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. 

Pasal7 
KETENTUAN PENUTUP 

Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dan 

mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

PIHAKKEDUA 
DIREKTUR/PIMPINAN /PEMILIK 

. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.................... *) .................... 2015 

PIHAK PERTAMA 
KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN 

DESA .............................. . 

. ..................................... . 

MENGETAHUI 
KEPALA DESA ......................... .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. *) : Diisi Nama Desa 
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8. Conteh Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan 

KOP PENYEDIA BARANG/JASA . 

Nomor · 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Penting 
1 (satu) Berkas 
Penyerahan Hasil Pekerjaan 

................ *), ............ 2015 

Kepada 
Yth. Ketua Tim pengelola 

Kegi.atan Desa 

di 
...................... 

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : ................. tanggal 

......................... , maka perlu kami sampaikan bahwapekerjaan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telah selesai dan dengan ini kamikirimkan hasil 

pelaksanaan pekerjaan ................................. untukditeliti apakah sudah 

sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum. 
Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya 

disampaikan terima kasih. · 

•................... *) .................... 2015 

Direktur /Pimpinan/Pemilik 

....................................... 

*) : Diisi Nama Kabupaten Alamat Penyedia Barang / Jasa 
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9. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 

BERITA ACARA,PEMERIKSAAN·HASIL PEKERJAAN 
Nomor : ...................................... . 

Pekerj aan : .................................................................. . 

Pada hari ini ................ Tanggal ........... Bulan ................ .Tahun Dua 

Ribu Lima Belas pada Pukul ............. WIB bertempat di 

kami yang bertandatangan di bawah ini seraca bersama-sama telah 

melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia 

Barang/ Jasa dari .................................................................... . 

Pemeriksaan hasil pekerjaan dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola 

Kegiatan Desa . . . .. ... . .. . .. . . .. . .. . Kecamatan . . .. . .. . . . . . .. . .. . . .. Kabupaten Kaur 

dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari ................................................. . 

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Barang/ Jasa 

dihadiri oleh ...................................... , dengan hasil sebagai berikut: 

1. Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Desa . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . .. Kecamatan 

. . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . Kabupaten Kaur menyatakan telah menerima hasil 

pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia Barang/ Jasa · 

dari .............. ~.................................. dan telah sesuai dengan yang 

disepakati bersama. 
2. Penyedia Barang/Jasa rrienyambut baik dan mengucapkan terima kasih 

atas kepercayaan yang telah dberikan. 

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima ) dua diantaranya 

bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk 

dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

···················•*l .................... 2015 

Direktur/ Pimpinan/ Pemilik Tim Pengelola Kegiatan 
Desa ....................... . 

Ketua 

...................................... . ..................................... . 

Mengetahui 
Kepala Desa .................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

*) : Diisi Nama Desa 
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Form_FBJD.J 
10. Contoh BeritaAcara Pembayaran 

BERITA ACARA PEMBAYARAN 
Nomor: ............................ . 

Pada hari ini . . . . . . . . . . . . . . . TanggaI . . . . . .. . . .. Bulan .............. Tahun Dua 
Ribu Lima Belas bertempat di ....................................................... , telah 
dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan ............................................. . 
antara: 

L Nama 
Jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Des a . ... . ... ... . ... . ... Kecamatan 

...................... Kabupaten Kaur 
Alamat Jalan .................................................... . 

Selanjutnya disebut Pihak PERTAMA 
II Nama .................................. . 

Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik ................................... . 
- Alamat . .. .................................................. . 

Selanjutnya disebut Pihak KEDUA 

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: .......... .. 
tanggal. ......... , ...................... 2015 atas pekerjaan ................................... , 
telah membayar kepada l;'IHAK KEDUA sebesar Rp. .. .......................... .. 
( ................................................................ Rupiah). 

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : ............. tanggal 
................ , ....................... 2015 atas pekerjaan ........................................ , 
telah melaksanakan pekerjaan .. ... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. . .. .. . sesuai 
permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas 
pekerjaan terse but sebesar Rp ........................................... . 
( ........................................................... Rupiah). Pembayaran tersebut 
disaksikan oleh ..................... , Jabatan Kepala Desa ............................ . 
Kecamatan ............................. Kabupaten Kaur. 

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 
bermeterai cukup dan rnempunyai kekuatan hukurn yang sama untuk 
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

.................... *) .................... 2015· 

Direktur/ Pimpinan/ Pemilik Tim Pengelola Kegiatan 
Desa ....................... . 

Ketua 

............... ·-.................... . . ..................................... . 

Mengetahui 
Kepala Des a ................... .. 
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11. Conteh Berita Acara Penerimaan Hasil Peke~jaan 

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN 
Nomor: .................... .. 

Pada hari ini .. .. .. .. .. .. .. . Tanggal .. .. .. .. .. . Bulan .............. Tah_un Dua Ribu 
Lima Belas bertempat di ....................................................... , telah 
dilaksanakan penerimaan hasil pekerjaan ............................................. . 
antara: 
I. Nama 

Jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa ................... Kecamatan 
...................... Kabupaten Kaur 

Alamat Jalan .................................................... , 
Selanjutnya disebut Pihak PERTAMA 
II Nama ................................. .. 

Jabatan : Direktur /Pimpinan/Pemilik ................................... . 
Alamat . .. .................................................... . 

.Selanjutnya disebut Pihak KEDUA 
PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan 
............................ dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan 1 

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: ................ tanggal ..................... 2015. 
PIHAK KEDUA te1ah menyerahkan hasil pekerjaan .............................. .. 
dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat 
Perjanjian Kerjasama Nomor: ...................... 'tanggal ................. 2015. 

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk 
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang. 
berlaku. 

.. .................. *) .................... 2015 

Direktur/ Pimpinan/ Pemilik Ketua Tim Pengelola Kegiatan 
Desa ....................... . 

Ketua 

................. -- .................. . . ..................................... . 

Mengetahui 
Kepala Desa .................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

*) : Diisi N ama Desa 
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12. Contoh Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 

TIM PENGELOLA KEGIATAN 
DESA .. · ............. KECAMATAN ............... KABUPATEN/KOTA ............... . 

Jalap ................................. Nomor .......... Telepon ................ . 
.................... *) ' 

. ............... *), ............ 2015 
Penting 
1 (satu) Berkas Kepada 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal Laporan Pelaksanaan Yth. Kepala Desa 

Pekerjaan 
di 

...................... 

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa ..................................... . 
Kecamatan .............................. Kabupaten ................ Nomor : ........ .. 
Tahun .......... tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa 

. .. . . .. . . . . . .. .. .. .. . .. . .. . 'Kecamatan ....................... .'.. Kabupaten ............... . 
Tahun Anggaran 2015, bersama ini karni laporkan dengan hormat bahwa 
pekerjaan .. ..... .. . ... ...... .. . .... . .. . ... ... . telah selesai dilaksanakan pada 
tanggal .................. 2015. 

Adapun dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan 
sebagaimana terlampir. 

Demikian untuk menjadikan periksa d.an guna seperlunya. 

TIM PENGELOLA KEGIATAN 
DESA ...................... .. 

KETUA 

*): Diisi Nama Desa 
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.. ·<·"-·' 'e · : 13. Contoh Berit~\Acara Serah Terima HasilPekerjaan '·' ;; 

,_·;.:; 

-~:~~~ ":"-·_ ;-~., 
·;:;:,: -.:;.":','--·.,.~:'- • 1,: •• 

,M-',.+;,• ~ _,.,, • 1 

:~;,.;,.._., '~- .,. : ·., 

~~i~}r\·\ <X1 
--~~-::~: ,:;•.o. :-.:'~ ... ; .:~' 
.} ,-\ -_ 
:.-·. :..,.: ~-

I 

\ .' 
~ "c::-::!'-

I. 

. -~--
_i;5 

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYELESAIAN 
-· .HASIL PEKERJAAN ·•~'~·-· 
°:t Nomor : ...................... . 

,.;,;-t;'/;;, 

.it\ t:-r~, 
,;'·~•;t 

Pada hari init .. : .......... Tanggal ............ Bulan ..... , ........ Tahun.Dua Ribu 

Lima Bela.!! bertempat di .................... ·:, ................... ; ... , telah dilaksanakan 

serah teririia;_hasil pekerjaan .............................................. antara : 
~ ~ . 
,_-i-,-

[. Nania ';;_--: ....•.....•......................•• 
Jabatan ·"' : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa ................... Kecamatan 

. . ..................... Kabupaten Kaur 

Alam.at ·J· : Jala.Il .............. : ............................... :....... !/.;:' 

Selanjutnya disebut Pihak PERTAMA 
[l Nama : ......•............................ 

Jabatan ':'-· : Direktur /Pimpinan/Pemilik .................................... .;. 

Al =· ' ama.t'.,,. • - . . ................................................... . 

Selanjutnya-disebut Pihak KEDUA 

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menyerahkan penyelesaian 

hasil pekerjaan ............................................. :. dalam keadaan paik kepada 

PIHAK KEDUA. " 

PIHAK KEDUA telah menerima penyelesaian hasil pekerjaan 

........................... dalam keadaan baik dari PIHAK PERTAMA. 

Demikian ·Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya 

bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk 

dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. " 

KepalaDesa 
., ... ,.-~. 

...................................... 

*): Diisi Nama Desa 

...••••••••.••••.•.. *) •••.•••••••.••••.•• '.2015 

Ketua Tim Pengelola Kegiatan 
Desa ........................ ;'i· · 

Ketua .. ,, 

.i'.;. 

·:f 

'.J1;; 

······ ................................ . 

. •:~ 
:;;: 
, :U 
,."1 
t 

---~· 

t .. 
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JJ~.·9;::··:t;;.-~t 14. Contoh Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 
:·r!·::· :_t· ..... ,. ::·_._ t i: 
:: i, .. : J/i TIM PENGELOLA KEGIATAN. ,. 

:.:·.:c ·· · _,; DESA ......... ;;; ... KECAMATAN ............... KABUPATEN/KOTA .•••.. ::·: ...... . 

.-~, Jalan .. :: ............................. Nomor ......... Telepon ................... . 

.• ~·:: .. . .................... *) . 

,~ ... _ .. -;_; 

.-,~· . ,:. 

-.-
~-.----

.. ·.:· ··-

~1-

' - "S' 
-> .• r~ ,r~·•~·-
-~- '--1.~~ • ..;_;.-.· .• ·-t~"'-··· . 

. ?.~2 rt ::r rr :- • ·-·::::· - .... _ 

,, 

Nomor - .................. . ................ *)," ............ 2015 

Sifat : ·· Penting 
Lampiran .. ,: · 
Perihal ·· : · · Pesanan 

' Barang/ J asa 
Pengadaan 

Kepada . 
Yth ............ ;: .... . 

di 
...................... 

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan .................................... pada 

pekerjaan ....... ... .............. ..... ..... . .. ......... bersama ini kami bermaksud 

memesan ..... . .. ........ ....... ...... .... ....................... dengan rincian sebagai 

Berikut: 

Demildan surat pesanan 
disampaikan terima kasih 

*) : Diisi Nama D_esa 

r 

ini kami · sampaikai dan atas kesediaannya 
V.'t ·. -::.,;~,;:-• 

.,;:t ,.,. 

TIM PENGELOLA KEGIATAN · 
DESA ...................... .. 

KETUA 

.............................. 

.,,.,.;.~. 
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·· 15. Conteh Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 

Formj>BJD. 0 r 

KOP PENYEDIA BARANG / JASA 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Penting 
1 (satu) Berkas 
Kesanggµpan Kerja 

................ *), ..... ;, ..... 2015 

Kepada " 
Yth. Ketua Tim Pengelola 
Kegiatan Desa 

di 
...................... 

Menanggapi Surat saudara tanggal ................................... 2015 

Nomor : ... ; .................... perihal Pesanan Pengadaan Barang·i'/ Jasa, 

bersama ini kami sampaikan kesanggupan kerja pada p·ekerjaan 

................. ,.; ............ dimaksud. 
Adapun harga barang / jasa yang kami ajukan adalah sebesar Rp. 

. . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . ( ............................................................ : ... rupiah) 

dengan rincian sebagai berikut: 
.;: 

"'"· 
Sebagai bahan perttmbangan untuk pertanggungjawaban pengadaan 

· barang/ jasa, maka kami lampirkan : 
1. FotocopySurat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ; dan 

2. Fotocopy:Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
•, 

Demik:ian Surat Kesanggupan Kerja ini kami sampaikan untuk 

menjadikan periksa, dan Atas kerjasamanya disampaikan terima 

kasih. 

Direktur / Pimpinan/Pemilik 

.............................. 

*): Diisi Nama Kabupaten Alamat Penyedia Barang / Jasa 

.-~ 

., 

"''" ' 

·• 

. . J/ 
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16. Contoh BeritaAcara Penerimaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat 

Pesanan. ;:_, 
, .. 

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN 
,. 
, .. ,, Nomor : .......... : ............. . 

··z 
Pada han ini . .. .. .. .. .. .. .. Tanggal,........ ... Bulan .. .. . . .. . .. .. . T!iliun Dua 

Ribu Lima Belas hasil pekerjaan ........ ;_; .................................... antara: 

L Na.ma 
Jabatan _,.. Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa .................. : Kecamatan_ 

" ...................... Kabupaten Kaur 
Alrunat Jalan .............................................. : .... .. 

Selanjutnya disebut Pihak PERTAMA 
II Na.ma .................................. . 

Jabatan : Direktur /Pimpinan/Pemilik .................................. .. 

Alamat . . ................................................... . 

Selanjutnya disebut Pihak KEDUA 

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan 

.................... : ......... dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan 

Surat Pesanan tanggal ....................................................... 2015· Nomor : 

.................... : ....... · ........... 2015. . 

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan .................. ; ............ . 

dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat 

Pesanan tanggal ................... 2015. Nomor: .............................. 2015. 

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 {lima) dua diantaranya 

bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk 

dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

• ................... *) .................... 2015 

Direktur/ Pimpinan/ Pemilik Ketua Tim Pengelola Kegiatan 
Desa ................ ~ ....... ,. 

Ketua 

. .. . . . . . .. .... ······ ................. . .................................... :~., . 

Mengetahui 
Kepala Des a ................... .. 

*) : Diisi Nama Desa 

·..,..,' 

Jffit, 
·-ff';;,_•' 
,;,,;,,.::i;__ 

···································· 

.,,,,, 
• •,:r,<>--

-'~!!:~ .... 
···.;~~~;r, 

.; '.?i~t.c: 
/}if:i:' -. -~·-,•,::,· 
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NO 
KECAMATAN 

1 2 

Tenlunn KemunJna 

Paden" Guel Hilir 

', 

PENERIMA 
DESA 

3 
PAMSIMAS 

Desa Tenlunn Kemunfnn I 

KKM Kemuninn Sehat 

Desa Pulau PB"""uno 

KKM Min~ldk Cilv 

,,.. 
I I 

ANGGARAN 

4 
440.000,000,00 

217,240.000 

222. 760.000 

REALISASI 

5 

100% 

-- --
SISA 

PENGEMBALIAN DI 2015 !Rel DESAIRol 
6 7 

BINTUHAN, 2016 

KEPAlA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN KAUR 

Ors, ERSAN SYAHFIRI, MM 
NIP.197106061990091 001 

PENYAMPAIAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN 

8 

IThD.1 dan II sudah disamo.aikan " 
1T>.-.IIJ be!um disam-"'"'-n 

Tho.I dan II sudah di.........,.,;1,.,n 

'Thn.111 belum c'isamoaa<.m 


